
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 1

Kementerian ESDM Ungkap 2.741 Lokasi Tambang Ilegal

Sumber gambar:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211013200124-85-707461/kementerian-esdm-ungkap-2741-

lokasi-tambang-ilegal

Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau

PETI alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 96 lokasi di antaranya merupakan

tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

Sedangkan sisanya atau sebanyak 2.645 lokasi tambang ilegal mineral yang

tersebar merata di hampir seluruh provinsi.

"Dan melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan

rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan

133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya

yang akan diidentifikasi," ujarnya dalam webinar, seperti dilansir Antara, Rabu (13/10).

Lebih lanjut ia menyampaikan kegiatan pertambangan tanpa izin itu memiliki

banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

Tidak cuma itu, tambang ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak

mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi

merusak lingkungan hidup, antara lain mengakibatkan banjir, longsor, dan mengurangi

kesuburan tanah.

Aktivitas pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi

menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lahan. "Kemudian,
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merugikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan pajak daerah,"

terang Arifin.

Bahkan, ia menyebut nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat

pertambangan ilegal setara dengan separuh PNBP Direktorat Jenderal Mineral dan Batu

Bara Kementerian ESDM.

"Kegiatan menambang yang tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah

merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana," tegasnya.

Sumber berita:

1. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211013200124-85-707461/kementerian-

esdm-ungkap-2741-lokasi-tambang-ilegal, 13 Okt 2021.

2. https://www.antaranews.com/berita/2456541/kementerian-esdm-mencatat-ada-

2741-lokasi-pertambangan-tanpa-izin, 13 Okt 2021.

Catatan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan

dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap

pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.1 IUP adalah izin untuk melaksanakan

usaha pertambangan.2 Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha

pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah

izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,

eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha

yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan

kegiatan operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin

usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan

1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
2 Ibid, Pasal 1 ayat (7)
3 Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 3

setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi

produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.4

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.5 Jaminan

Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau

Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan

Reklamasi.6

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan

usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.7

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam

pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi

wajib:8

a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan

Hidup;

b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan

permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan

peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:9

a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

4 Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13
5 Ibid, Pasal 100 Ayat 1
6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1
8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1
9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat
(2)
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c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan

data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan

pihak lain.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:

a. kompensasi data informasi Wilayah lzin Usaha Pertambangan eksplorasi atau

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan

batubara;

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah lzin Usaha Pertambangan atau Wilayah

Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta

lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga

atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan

permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;

jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal

pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus

tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam

hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat

penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang

tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha

pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam,

mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha

Pertambangan atau lzin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan

kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan

logam, batuan dan batubara.


